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1. Problematika

Perabangunan bidang hukum pertanahan perlu  dilakukan
dengan melanjutkan penysmpumaarl peraturan perundang—undangun
yang, sudah idak sesuai lag dengan perkembangan, misalnya pen-
daftaran tanah yang dramanatkan dalam Pasd 19 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 (Lermnbaran Negara Tahun 1560 Nomar 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) tentang Perafuran Dasar
Pokok-pokek Agraria (Undang-undang Pokok Agrana, selanjutya
disebut UUPA).

Selama lebih dari 35 tahun nelaksanaan UUPA, pendaftaran
sanah telah ditaksanakan berdasarkan Peraturan Perpentizh Nomor 10
Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan
[ embaran Negara Nomor 2171) tentang Pondaftaran Tanah
(selanjutnya disebut PP 10 Tahun 1961). PP 10 Tahun 1961 telah
meletakkan landasan bagi pelaksanaan UuPA dalam mengope-
rasionalkan taralaksana pendafiaran wanah yang diperiukan ] .andasan
tersebut disesuaikan dengan xondisi dan kebutukan pada waktu it

UUPA vang diundangkan pada tanggal 24 September 1960
merupakan perombakan secara fundamenta! tethadap hukum
pertanahan yang berlaku di Indonesia pada waktu itu. Perombakan
tarsahut mempunyal pengaruh yang sangat besar, sehab sebelum
dibeslakukarnya UUPA hukum adat merupakar hukum yang berlaka
bagi maavoritas penduduk Indenesia.  Dengan derikian setetah
herakunya LUPA, hukum yang berlaku atas pumi, ar dan ruang
angkasa adalah hukum agraria nasional

Dar beberapa putusan Mahkamah Apung Republil Indonesia
yang telah menjads  yurisprudensi dapat  disimpuikan hahwa
ahenamya tidak terdapat kepastian hukum dalam hukum penanahan
d1 Tndonesia, khususoya Ji bidany Pendaftaran “Fanah. Hal tersebul
gepertl emyala dalam hal-hal setapal berut -
. PBerdasarkan Pasal 19 Perawfan Pemerintuh Nomor 10T ahun

1961 dinyatakan bahwa sefap rransaksi atas  tanah harus
dilakukan deppan akla vang Jibuat oleh dan di hadapan pejabat
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e=rterty 12 Pejabat Pembuat Akla Tanah (PPAT), akan tetapi
beherapa pulusan MA menerapkan pertimbangan hukum; bahwa
wntuk menjamin keabsahan atas suatu transaksi atas tandh, maka
mansaksi tersebut harus Jilaksanakan cleh atau ds hadapan PPAT,
samun pada beberapa putusan A meneraphkan perimbangan
Sokum, asas itkad bak sebapal ASAS yaNg sangat meneritakan 4an
membatalkan transaksi yang dibuat oleh atau di hadapan
24T schingga MA permal memutuskan bahwa transakst hukum
st tanah adalah sab meskipun dibuar tidak oleh atau di hadapan
| PPAT, asalkan, sramsakst tersebut dilakukan dengan memenuhl
| asas imkad baik
Serdasarkan Kepurusan Menteri Agrana Nomer 2 Tahun 1962,
Seensukan hahwa tanab milik ndat, denman alat bukt petokdetir
mpat dikonversi menjad: hisk atas tanah, vailu antara kain menpadi
. rulik hak puna bangunan sehimgpa petok/ketitv adatah
bor dacar hukum konversi sedanghan MA menvatakan
Ssea petok/kekitiv adalah bukan bukti kepermilikan akan tetapi
sz merupakan buktl pembayaran pajak atas tanah.
Diemgan dianuinyd pISIP-PINSIP seperti tersebut di atas aleh
~=b Azung Rl maka mermpinyal konselasnsi bukur bahwa.
s odak tepal prinsip yang dianut oleh Badan Pertanahan
@ tenfany penggunaafi petok/ketinir sebagal dasar hukam
eeverst hak atas tanah;
semekin pemegang hak atas lanah vang sah, namanya tidak
= paida pamk-‘kctitir;
o2 lembaga peracilan ternagl menuliki peagarsh yang
dalam  memberikan  jamiman kepastian hukum &t

w3 acalanannya adalah dalam sebagal barikul
g gtz hukum pertanaian Berhatlan  dengan
_ produknya berupa AKTA PPAT dan fungst NN
reniiearan hak atas tanih

fanysl
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b. Problematk gugatan terhadap sertiptkat hak  atas  tansh
Problematik tersebut berkenaan dengan ketenivan bahwa seree
pikat hak atas tanah tidak bisa digugat setelab 5 (lima) tahun ==
nerbitaniya karena dianggap melepaskan hak {rechtsverwerkang)

¢ Dis-sinkromisast  vertikal dan  horisontal  dalam [reraturan
perundang-undangan di bidang perianahan

3. Metode Penelitian
Dalam penelibian im Penulis menggunakan metode penelitian
normatif dengan pendckatan historis dan  penmdang-undangss
{statuie approach). Adapun tahapan penelitian mi dilaksanskss
sebaga berikud
a Tahap pertama dilakukan dengan inventarisasi hukum positip vass
pernah dan masih berlaku, dimulm dani bahan hukum berups |
plakat-plakai pada zaman Belanda, ordonansi-ordonans.
reglement-replement, yurisprudensi vang berhubungan dengss
pendafiaran hak atas tanah. Bahan hukurn lain beropa tulisan pas
ahli hukum tentang hukum penianahan. hukom pembuktian. Dalam
twhap oy dilakukan proses identifikasi denpan cara vang khusss
yakm melakukan analisis secara suhstansiil untuk dapat mens-
klasifikasi hukum positip tersebut secara lopis sistemalis

b. Tahap kedua mengidentifikast hukum positip di bidung pertanzhas
yang mempunyal hubungan erat denpan pendaftaran tansh
Langkah ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis =
dan struktur hukum positif' !

c. Tahap ketipa melakukan analisis terhadap peraturan perundang-
undangan vang berhubungan dengan hukum pertanahan yeme
mehputt kongsep hukum, norma hukum, sistim hukum, konssp
hulum ighknis, lembaga hukum, figur hukum, fungsi hukum de
sumber hukum ® Dengan dilaksanakannva analisis berdasarkes
logika  hukum  (confent analysis) yain antara lam dengas
nterpretasi, dtharapkan dapat diperoleh gambaran vang jels
tentang 151 dan struktur hukum pendaftaran tanah di Indonesia
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& Hassil dan Awnalisis

A0 Alat Bulti dafam Hukum Pertanahan sehubungan dengan
Fungsi PPAT dan BPN
Alat-alal buku merupakan sarana varte dlpakal datarn hukum
pesbuktian untuk membuktikan kehenaran sesuatu hak atau dalil
e dimukan atau untuk menyangkal dalil atau hak orang lam.
Suhem pembuktian merupakan bagian dar hukum acara yang
- memestur macam-macam alat buko yang sah menurut hukum, sistem
same danut dalam hukum pembukban, syarat-syarat dam tata cara
m=ezjukan alat bukt, serta kewenangan hakim untuk mencrima,
mmemoiak dan menila suztg pembuklian
Dralam tulizan i vang dimaksud dengan hukom pembuktian
‘il bagian dari hukum acara perdata. Hukum Pembukiian dalam
mﬂ Perdata yang diawr dalam buku keempat di dalamuva
dung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam hubunpan
=an  Scdangkan pembuktian it sendini merupakan suatu
Sesmmana alat-alat buky tersebut dipergunakan, diajukan
dipertahankan sesuai hukum acara vang herlakn
Seiamutnya Van Bummelen ssbapaimana dikunp Han
= dan Lily Rosita berpendapat bahwa membukbkan adalah
n kepastian yang lavak menurut akal (reclefiyk) tentang
b hal vang lertentu ity sungguh-sungguh teradi V; {b} apa
® ac=bsh demikian halnya? Senada dengan pendapat terschut.
Praodiohamidjojo mengemukakan “membuktkan”™ mengan-
s dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuaty
semwreea dapat ditennma akal terhadap kebenaran penstiwa

Wk membuokukan sesuatu hak atau dalil, maka seseorang
atarnz alai-alal huku Pasal 1866 KUH Perdata
p Bz alar pembuktian melpuns bukn tertubs. buk

fimen  penoakuan, sunipsh Sadang Vallmar  ber-

' ~Bamyaknya alat hukir sehaganmana yang dischur
LN aras medak fenskop M fear st masih ada
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keferangan ahli  (pasal 2115 Peratwran Acaro Perdata) dan
pemeriksaan di tempat oleh hakim®®

Jadi, hal-hal yang bertalian dengan hukum pembuktian adalah
termasuk dalam hukum acara vang bersifat materiil dan ada yany
bersifat formal® Perhal pembuktian jupa dikenal dalam Hukum
Pertanahan Indonesia khususaya pendaftaran tanah yang berfungsi
untuk menjamn kepastian hukum Terlaksananya pendaflaran tanah
sebagai swalh proses vang diakhin dengan terbitnya sertipikal atas
nama pemepang hak atas tanah adalah untuk keperluan pembuktian
haknva.

2. Fungsi PPAT dan BYN dalam Pendafiaran Taoal

Jabatan PPAT menuwut Perawran Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 pada dasamya mempufival peranan yang sangat peniing
Jalam pemeliharaan data pendaftaran tanah, yatu dengan membual
zlat bukt mepgenai telah tenadinya perbuatan hukum mengena
sebidang tansh tertemu yang kemudian dyadikan dasar unfuk
mendaftar perubshan data yundis yang diakibatkan oleh perbuatan
hukum it Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997, maka korelasi jabaian PPAT dengan pelaksanaan
administrasi pertanghan semakin jelas Hal i teribat adanya
kewayiban PPAT dalam jangka waktu 7 {(twjuh) han terhilung sejak
tanggal penandatancanan  akla tentang adanya perabhan  atau
pembebanan hak atas tanah untuk mendaftarkan akta tersehut pada
kantor pertanahan setempat.

1% dalam Pasal 1 angka 24 PP Nomor 24 Tahun 1997,
PPAT diartikan sebagai Pejabat umum yang diben kewenangan antuk
membual akta-akta tansh terientu serta melakukan tindakan mem-
bantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas pen-
daftaran tansh dengan membual akia mengenal perbuatan hukum
mengena hak atas tanah atau hak rmalik atas satuan rumah susun yang
akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data vuridis mengenat
tanah tersebut, vaiiu
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) 1. Akta jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalarm
perusahaan  dan perbuatan  hukum pemindahan  hak lainnya
mengenal hak atas tanah, kecuali pamindahan hak melalul lelang;

2 Akta pembagian hak bersama atas tanah atad hak mabk atas
safuan ruriah Susu; ' b o

3 Akta pembenian hak langgungan, e

& Akta pemberian Hak Guna Bangunan atay Hak Pakai atds tanah
Hak Milik.

Oleh karena PPAT hanya mengkonstatin Lehendak para pthak.
|k skta tersebut adalah {inal sebab tujuan pembuatan akta sernata-
e adalah untuk bukti atas suam transaks), namun demikizn PPAT
| memcunvai  kewajiban  wntuk melanjutkan  rangkaian  proses
» e an tanah, Sehingga substanst dan akta PPAT adalah sebagal

‘e Bkt untuk menjamin kebenaran suatu fransaksi, akan tetaps
= elah selesainva akta tersehut tidak menjamin sepenubnya
glemgsaranya proses pencatatan suatu ransaksi yang antara lam
gl hak atau balik nama secara keseluruhan, 2

; Dalam rangka penyelenpgaraan pendaftaran tanah maka
san tupas pendaliarail tanah dilakukan®oleh Kepala Kantor

an yang dibantu oleh PEAT schagal pejabal umum yang

i wewenang uniik membuat akta otentik. Dengan demikian

20 AT bukan merupakan suatu kaputusan (heschikidng) dalam

g Buokum Tala Uisaha Negara melainkan merupakan akia para

i persij acte). PPAT tdik mempunyai kewenangan membuat

san sebagaimana vang dimuksud dalam Undang-undang

w 5 Tahun 1986, sehingga apabila erjadh sengkela meheenal

- maka senpketa tersebut tidak dapar diajukan ke Peradian

Negara letapr chajukan 4y Paradilan Umum, karena

& sschut merupakan scnghets digntara pata pihak (subyek

ks

wnacan  (heshiklong) secara umum  diartkian  sebagal
n yanS diberikan oleh nepary kepada badanjabatan Tata
pSemme Kcputusan tersebut bersilar chzifdig yang herwujud
| dan final Produk PPAT adalah akta yang dapat
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dipunakan sebagai alat bukti alas suatu perbuatan hukum pesis
sedang keputusan tata usaha negara berisi tindakan hukum tata =
negara yang merupakan “norma hukum™.” Sifat norma &
tersebut adalah final, konkret dan mvidual, sedang akta PPAT &
norma hukum tetapr sebagai alat bukti, sehingga sifat-sifat ko
individual dan final tidak relevan pada akta PPAT.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemw
rmtah non departernen vang mempunyal tugas di bidang penam
dengan unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah BPN di bap propinss
Kantor Pertanahan di kabupaten atau kotamadya vang mela
pendaflaran hak atag tanah dan pemeliharaan daflar omum e
daftaran tanah Lembaga terscou dibentuk berdasarkan Kepurass
Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang BPN tanggal |9 Juls 19
vang bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan :
bangkan administras pertanahan, baik berdasarkan UUPA
peraturan  perundang-undangan  lan vang mebpun  pengas
penggunaan, penguasaan dan permlikan tanah. pengurusan halk
atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lam »
berkattan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebyaksanaan ¥
ditetapkan Presiden

b. Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah

Dahwa tidak terlaksananya ketentuan mengenal pends
tanah sebagmimana mestnya bukan semata-mala disebabkan
adanva kekurangan peraturan-peraturan ysng mengatur tentas
pendaftaran tanah, namun dischabkan oleh kendala lmn, yama
sampine kekurangan anggaran, alal dan tenaga juga banyaks
bidang tanah vang tersebar di wilayah Indonesia. Kendala lain ads
terjads dis-sinkronisasi pada peraturan perusdang-undangan tertulis &
midang pertanghan, baik secara verukal maupun honsontal
bagaimana yang akan diurakan bertket ini. Hal tersebut merupakas
faktor penvebab yang memmbulkan ketidakpast:an hukum bas
subyvek hukum alas kepemilikan tanah disamping ketidakpasts
prosedur hukum
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Menurut Maria SW. Sumardjono, secara narmatif kepastian

Sekom itu memerlukan tersechanya perangkat peraturan perundang-

 wmdmgan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaan-

my= Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu

- p=fu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya
' Esia pendukungnya

=Ty Ketidakpastian hukum timbut karena perangkat peraturan

dang-undangan yang secara oporasional di bidang pertanahan

-ﬂ mampu mendukung pelaksanaannya karena  adamya  dhs-
as1 vertikal dan horisontal pada perangkat peraturan
emdang-undangan tersebut meska sumber daya manusia dalam hal
e PPAT, para petugas di Kantor Pertanahan setemnpai. masyarakat!
meter Bukum telgh sccara konsisten dan konsekwen mendukuny
dzan peraturan perundang -undangan tersebut.
Selanjuinya Elvana juga menvatakan bahwa, malan banyak-
e smgketa tanah disebabkan cleh masih kurangnya kesadaran
ppws pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang dan
bukum lainnya di bidang perlanghan | kurang adanya
s antar instansi yang terkart dengan masalah tanah; tidak ada
3 y=ns sama menpenal pengerhian-pengertian yang terdapat
peraturan pertanahan yang ada; peraluran-peraturan

'ﬁp-pnlrtr]: hukum hukan hanva menjamin keadilan, akdn
s mescrptakan kepastian hukum, Kepastian hukumn berkaitan
g ==knfitas hukum. sebab jaminan kepastan hukum akan
! ® megara memiliki sarana-sarana yang memadal untuk
§ geraturan-peraluran vang ada " Dengan menyatakan
[ Bukum  itw untuk pertama-tama  adalah untuk
 Bepacnan hukum, maka perdu dipahamu apa vang
eps kepasnan hukum *
il Wan Apcldoom kepastian hukum”™,
| wmme dapat dientukun rhepaalbaarheidy dan hukum.
Sl wane konkret  [ihak-mhak  peecart keadilan



272 Jurmal ¥ US“II{LA Ferfumie }'_:’*e'amm: 2 fdesember 2004

{(yustisiahelen) mgin mengetahw apakah hukum dalam
keadaan atau hal tertenty, sebelum ia memulai dengan perks
b. berarti pula keamanan hulkum, artinyz melindung para
terhadap kesewenang-wenangan hakim. '

4.2, Problematik Gugatan Terbadap Sertipikat Hak Atas T:
Ketentuan bahwa setelah 5 (lima) tahun serfipikat tans
bisa digugat, di saly sist memberikan kepastian hukum das
Imdungan hukum tetap: di sisi lain juga riskan dan tak membes
perlindungan  hulum kepada rakyat kecll yang sejanh ini be
sepenubnys paham hukum. Pengumumarn penerbitan sertipikat
di kantor kepals desakelurahan atay media massg tidak meny
masyarakat dapat menpelahui adanya pengumuman  schubus
dengan penerbitan sertipikat. Hal itu disebabkan masyarakat b
terbiasa membaca pengumuman di kelurahan atay media massa

Memorut Elyana pembatasan 5 tahun hak untuk menggs
tanah yang telah bersertipikat harus disambui gembira karena
membenkan kepastian hukum dan ketentraman kepada orang ¥
telah memperoleh sertipikat tanah denpan itikad baik, Penpalam
menunjukkan bahwa sering terjadi sertipikat hak atas tanah yang =i
berumur lebih dari 20 tzhun pun masih Juga dipersoalkan denss
mengajukan gugatan bak ke PN maupun ke PTUN. Dihak terouss
umumnya fidak berhasil mengajukan eksepsi kedaluwarsaan bak
akusatl maupun extingtip karena Hakim menganggap Hudum tansgs
Nasional kita berpthak pada hukum adat yang tidak mengensl)
lembaga verjaring, Dengan adanya pembatasan 5 tahun dalam passl
32 avat 2 maka setiap Tergugat dalam kasus tanah vang sertipikatme
telah berimur 3 tamn dapat mengajukan eksepsi lewst wake
Kelentvan Pasal 32 avat 7 mi dapat cipasiikan akan tHenguranss
kasus/sengketa tanah '

Rechisverwerking dapat diartikan schagai akibat yiang timbed
darl swatu pelepasan hak atau akihal yang timbul karena tidsk
melakukan =uatu perbuatan hukum yvang merupakan kewapiban yane
harus dulakukan sescorany, sehingga sesuatu hak menjads hilang =
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Tujuan dilcrapkannya prinsip rechesverwerking acalah anuk mem-
berikan kepastian hukum kepada pihak yanp dengan itkad barik
menguasal tandh dan didaftar sebapam pemegang hak dalam buku
tanzh denpan sertipikat tanah sebapal tanda buktt kepenubikanmya
Namun pensrapan pmsIp  rechrsverweriung  dapat mengabaikan
serlindungan hukum serta merugikan phak yang sesungguhnya
==miliki tanah jika tidak dapat membuktikan dengan alar bukd berupa
sertipikat tanah

Panyelesaian sengketa agrana pada dasamya dapat diajukan
%= Peradilan Tata Usaha Negara, namun kompetens: Peradilan Tata
C==ha Negara hanys bisa memutuskan perkara vang berhubungan
S=sgan masalah admimstras ketatausahaan negara. Peradilan Tata
s=ha Nepara tdak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara
Ssen  lingkup hukmn perdata, termasuk sengketa hak atas tanah.
Fmbiem vang saat i dihadapn masyarskat sehubungan dengan
seei=saan sengketa agrana adalah apakah menjadl kompetens

== Umum atau Peradilan Tata Lisaha Negara

Untuk mengatast permasalahan terssbut, maka periu dibentuk
Semeac lan Aprana vang bukan hanya berfimps uniuk menvelesakan -
wmeacss can aspek hukum tata usaha negara atau aspek perdata saja,
W =i dapat diselesaikan secara komprebiensif batk dan aspek
ek = usaha negara dan aspek hukum perdata. Oleh karena ntu
Semopean embaga Pengadilan' Agraria merupakan kebutuhan mutlak
Wt s m dan juga merupakan jalan keluar dan sepumlah senpieta
b e se=r proses peradidan dapat berlangsung dengan baik, cepat
e e s=hnwes tidak ada lae konflik kompetens: antara PTUN
M Feacilan Umuam Bensan demukian masalsh penentuan hak
e gty ::ah vang tengah disengketakan menjadi kompetansi

Wesesmiion Astana vang secarg ideal akar memeriksa perkara
e <= -.._‘--‘np’uhun&;'!'

AL Beamboranisasi Peratwran Perundang-undangan di Bidaog
Tyt 30 o

e ombroensas vertkal adalabh ketidoksesuyaian i antara
o ween ==cara vertikal, dan dalam tebisan i diforuskan
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pada bidang hukum agraria, baik dari hirarki peraturan perundang-
undangan maupun dar lingkup aterannva. Sedang dis-sinkromsasi
honsontal adalah ketidaksesuaian di antara peraturan yang mem-
punyai derajat yang sama. Dalam tulisan i difokuskan pada bidang
hukum agrana dengan bidang hukum agrana serta dengan yang
bukan bidang hukum agrana yang mempunya derajad yang sama
dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Tenadinya dis-sinkronisasi secara vertikal maupun honsontal
 hidang hukum agrana merefleksikan bahwa dis-sinkromisast hukum
sering dijumpai dalam peraturan-perundang-undangan d&i Indonesia
Terdapatmya dis-sinkronisas: verhkal dan honsontal dalam hukum
pertaniahan dan khususnva pada peraturan Pendafteran Tanzh memm-
bulkan implikasi hukum vang mempunyal pengaruh secara signifikan
terhadap kepastian hukum yang dicita-citakan oleh pemenntah dalam
ernoenken perimdunyan akam bag pemerang ek aes vanad &
Indonesa.

Imphikast hukum yang timbul skan’ menjadi’ lebih rumit
fecomplicated) apahila pemermtah lemsh dflam melaksanakan pene-
gakan hukum (low enforcement) sehimgga muntuk mencegah ketudak-
pastian hukum, pertama-tama vang diperlukan dan pemerintai adalah
political will yvanp durefleksikan dalam peraturan-peraruran yang
sinkron dan konsistan agar para pithak tidak melakukan_inlerprej.a:'al
secara keliru atau sengaya dikelirukan untuk memper-tahankan hakmnya
atan memperjuangkan sesuaty hak

3. Penuiap

a. Simpulan

|  Tupas Pejabat Pemhu&t Akta Tanah adalah mengkonstatir
kehendak para pihak yang melakukan perbuatan hukuim dengan
ohvek berupa 1angh ke dalam suam akis vang merupakan akia
olentik yang mempunyar kekuatun pembukban yang sempuma.
Penvelenggaran pendaftaran tanah  difaksanakan oleh Kepala
Kantar Pertanihan vang menggunakan akta PPAT sehava dasar
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etk melabukan pencatatan dalam buku  tansh. Akla PPAT
mierupakan afal bukti vanp diharuskan olsh peraturan perundang-
wmdangan sehubungan dengan adanva suatu transaksi yany
merefleksikan adanya perjanjian di antara para phak yang
mengadakan perjanpian tersebut. Serfipikai hak alas  tanah
merupakan sutat tanda bukn hak yang berlaku sebagm alat
sembuktian vang koat {Pasal 32 ayai (2] PP No. 24/1997),
- Repemilikan subyek hukum atas suvay tidang tanah yang
Zspat dibuktikan dengan sertipikat harus dilindungn mengingat
seeuipikat hak aias tanah adalah bukl tertulis vang diserbitkan olzh
Sanmr Pertanahan Dalam PP Noo 2471997 duatur tenggany
waktu pengajuan pupatan atas serifikat hale ates tanah, yaitu
se=ma 5 tahun sepak duerhitkan Apsbilaz selama janpka wakm
wercchul tidak diajukan gugatan maka cianggap terjad: pelepasan
s=k  (rechtyverwerking) oleh pihak  yang  berkepentingan.
Lsentaan tersebut bartijuan unfuk menjamin kepastan hukum
“ee pendafizran hak atas tanah Peraturan perundang-undangan
& Sdang pertanzhan tdak mengatur kompetens: lembaga
sesaclan terhadap sengketa tanah, apakah menjadi kewenangan
Feeadhilzn Umum atau Peradidan Tata Ussha Negara, sehinpga
===mbulkan ketidakpastian hukum dadam pengajuan sengketa
=met terschut.
Teado:  dis-sinkronisasi vertikal maupun  horisontal pada

peranseat  peratwran perundang-undangan  mengalibalkan
sz perundang-undangan & bidang portanahan sccara
speasona! ndak mampu mendukung pelaksanaan pendaltaran
S Sepean bak Sengketa di bidang pertanahan dapat tmbul
wee=e memanfaatkan adanya  dis-sinkronisasi vertikal dan
sopsersa dalam peraturan dt dang pertanshan Keadaan
wevetys coadikan dasar oleh subvek hukum yang bermkad batk
mmpee sane bennkad buruk untuk memperolsh perdindungan
Ser e ontuk menggjukan sengketa tanah ke pengadilan.

-

Wy secheoververkng padu dasarmya dapat membertkan
it demesnan hukum namun dalam pelaksanasnya dapat
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menimbulkan  kerugu kepada pihak lgin, oleh karena ==
etentuan dalam pasal 32 PP No. 24/1997 perlu direvisi sehinge=
pemegang hak atas tanah yang sesunggulnys ndak dirugikan.
2 Periu diciptakan lembaga Pengadilan Apraria untuk sengketa
agraria agar proses peraditan dapat berlangsung dengan baik, cep
dan tepat sehingga sidak ada konflik kompetens) anfara Peradilan
Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umom Pengadilan Agrens
kiranya akan dapat memeriksa sengketa tanah secard komprehens
dari berbagal aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata, pidans
dan tata usaha negara

3 Dulam membuat poraniran perundang-andangan Pemmerintah nans
cermat, serius, dan memperhanikan  hukum posinf mengens
pertanahan yang masih berlaku, sehngga tidak teriadi turmpang
tindih dan menimbulkan dis-sinkronisast vertikal dan horisontal.
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